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ABSTRAK

FAHRIN NISFI LAIL. NPM. 1205170619. Analisis Pengawasan Penerimaan
Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan,
Skripsi. 2016.

Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar
perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan
perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin
banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota
Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya,
dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan
dalam memaksimalkan penerimaannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pegawasan penerimaan
pajak hiburan dan pajak restoran yag dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan.
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang beralamat di
Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Johor. Penelitian ini direncanakan
mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Variabel dalam
penelitian ini adalah pajak hiburan, pajak restoran dan pengawasan penerimaan
pajak melalui tingkat efektivitas penerimaan pajak. Data dianalisis secara
deskriptif kuantitaif.

Hasil analisis menunjukan pengawasan pajak hiburan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah
80 %. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai
target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib
pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak
oleh petugas pajak dan instansi terkait.

Kata kunci : pengawasan, pajak hiburan dan pajak restoran
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak hiburan dan pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar
perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan
perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin
banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota
Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya,
dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan
dalam memaksimalkan penerimaannya.

Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu
adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada
penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-
kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan dan restoran yang merupakan
salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada
dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan
efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat
dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah
dilaksanakan.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun
program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan

apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal.



Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu
kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus
dengan Wajib Pajak.

Dilihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan mempelancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dan
restoran, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan yang baik dan memadai.
Pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu
penerimaan pajak. Dengan adanya Pengawasan pelaksanaan administrasi
perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat
meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah Kkhususnya pajak hiburan dan
restoran.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur
dari pajak hiburan dan restoran ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai
pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka
dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran,
penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus
ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Didasarkan ketetapan tentang penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah,
maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan



keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat
dengan daerah maupun antar daerah.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunan bentuk sasaran yang
telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan
managerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di
rencanakan. Jadi perencannaan anggaran adalah penetapan standar sebagai
langkah pertama dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan
penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan untuk membantu memastikan
bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Tentu saja dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya
membayar pajak tersebut, pihak-pihak yang membangun tempat hiburan,
mendirikan restoran maupun mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan
masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya, namun tidak sesuai
kenyataan usahanya.

Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap
masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan
restoran untuk setiap tahun anggrannya dibandingkan dengan target dan realisasi
penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya. Hasil penerimaan pajak hiburan dan
restoran diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah dan untuk
kepentingan masyarakat di Kota Medan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran
maka Dinas Pendapatan Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi
dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tiga bulan sekali terhadap wajib pajak.



Menurut Simbolon (2004 halaman 62) menyatakan bahwa “Pengawasan bertujuan
agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan
berhasil guna (efektif) sesuai dengn rencana yang telah di tentukan sebelumnya”.

Terjadinya kecurangan-kecurangan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Hasil penelitian Syafrida Hani (2010) menyimpulkan bahwa ukuran
perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak, sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan

dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak dari Tahun 2011 - 2015

dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1.

Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan

Tahun 2011 - 2015

No Jenis Tahun Target Realisasi %
Penerimaan | Anggaran (Rp) (Rp)

1 |Pajak Hiburan| 2011 25.308.417.400,00| 15.612.200.659,93| 61,69
2012 33.308.417.000,00| 21.262.080.747,81| 63,83
2013 35.308.417.000,00| 26.404.053.135,43| 74,78
2014 35.308.417.000,00| 29.504.654.723,04| 83,56
2015 35.308.417.000,00| 31.162.476.865,14| 88,26

2 |Pajak Restoran| 2011 96.209.441.389,00| 70.485.458.322,22| 73,26
2012 113.209.441.000,00| 83.182.567.950,56| 73,48
2013 113.209.441.000,00| 91.590.223.058,75| 80,90
2014 113.209.441.000,00| 106.429.552.172,14| 94,01
2015 123.215.837.083,00| 124.409.617.130,10| 100,97

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena yang terjadi

adalah tidak tercapainya target yang telah di tentukan pada Pajak Hiburan dan
Pajak Restoran dari tahun 2011 sampai 2015. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak

Restoran setiap tahunnya dari 2011 sampai 2014 masih di bawah 100 %. Menurut



Halim (2002 : 129) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan
efektif apabila rasio yang di capai minimal 1 atau 100%”.

Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan
pajak hiburan dan restoran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah menyatakan bahwa ‘“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efekfit sesuai dengan rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handayaningrat (2006,
halaman 16) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui
apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya sesuai
dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Nurani dan Rahdhani (2010, halaman 1), pengawasan terhadap
penerimaan pajak sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam
pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan
Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi
adalah penerimaan daerah dari pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum
tertentu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di tentukan di atas, maka penulis
tertarik untuk menuangkan karya ilmiah ke dalam penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul “Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”.



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi
masalahnya yaitu tidak tercapainya target pajak hiburan dan pajak restoran dari

tahun 2014 sampai tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana anggaran pajak restoran dan pajak hiburan sebagai alat pengawas

pada dinas pendapatan kota medan???

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk

menganalisis anggaran pajak hiburan dan pajak restoran sebagai alat pengawasan

pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dengan
mencoba mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di
perkuliahan dengan praktek di lapangan.

2. Bagi perusahaan hiburan dan restoran, sebagai bahan masukan guna mencapai
tujuan perusahaan yang diinginkan.

3. Bagi perkembangan ilmu akuntansi, sebagai referensi terutama yang
membahas tentang potensi dan realisasi perpajakan di industri restoran dan

hiburan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis
1. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa : “Pajak Daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa
”Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama
dalam membiayai semua keperluan perlaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya”.

Sedangkan menurut Darwin (2010, hal 68) bahwa “Pajak Daerah yaitu
merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
pemerintahan daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk,yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak
daerah dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai Pajak Daerah
dapat diiktisarkan seperti berikut :

a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

c. Pajak daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang
dan atau peraturan hokum lainnya.



d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunaakan untuk membiayain
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk
membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik.

b. Jenis Pajak Daerah
Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
dibedakan menjadi 2 yaitu :
1) Pajak Provinsi
Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :
a). Pajak Kendaraan Bermotor
b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d). Pajak Air Permukaan
e). Pajak Rokok
2). Pajak Kabupaten/Kota
Adapun jenis pajak didalam Kabupaten/Kota adalah :
a). Pajak Hotel
b). Pajak Restoran
d). Pajak Hiburan
d). Pajak Reklame
e). Pajak Penerangan Jalan
f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
0). Pajak Parkir
h). Pajak Air Tanah
i). Pajak Sarang Burung Walet dan,

J). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
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2. Pajak Hiburan
a. Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24
dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Sedangkan
yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan,
pemain, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan
Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada
di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu

jenis pajak kabupaten/kota.

b. Dasar Hiburan Pemungutan Pajak Hiburan
Dasar Hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota

adalah sebagaimana dibawah ini :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

d. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan

e. Keputusan Bupati/WaliKota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai
aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada

Kabupaten/Kota.
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c. Objek Pajak Hiburan
Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran, Hiburan yang atas jasa penyelanggaraan ditentukan menjadi
objek adalah :
a. Tontonan Film;
b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
d. Pameran;
e. Diskotik, karaoke, club malam, dan sejenisnya;
f. Sirkus, acrobat dan sulap;
g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan pemainan ketangkasan;
I. Panti pijat,refleksi,madi uap/spa,dan pusat kebugaran (fitnescenter); dan

J. Pertandingan olahraga

d. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal42 ayat 3,
penyelenggaraan hiburan yangmerupakan objek Pajak Hiburan.

Dapat dikecualikan dengan peraturan daerah Pengecualiaan ini misalnya
saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburanyang tidak dipungut
bayaran, seperti hiburan, yang diselenggarakan dalam rangkapeningkatan upacara

adat, dan kegiatan agama.

e. Sujek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan
Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang mejadi subjek pajak
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adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a). Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau

yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

b) Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak untuk petunjukan film di bioskop ditetapkan :

a. Golongan A Il Utama sebesar 15%;

b. Golongan A Il sebesar 12,5%;

c. Golongan A | sebesar 12,5%;

d. Golongan B Il sebesar 10%;

e. Golongan B | sebesar 10%;

f. Golongan C sebesar 7,5%);

g. Golongan D sebesar 7,5%; dan

h. Jenis kehilangan sebesar 5%;

Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional,
pameran busana dan kontes kecntikan ditetapkan sebesar 10%.

Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar
25%.

Tarif pajak untuk diskotik, bar dan pub ditetapkan sebesar 30%

Tarif pajak untuk karaoke. Musik hidup, ruang musik, balai gitar dan
sejenisnya ditetapkan sebesar 30%.

Tarif pajak untuk club malam ditetapkan sebesar 30%.
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- Tarif pajak untuk permainan biliar ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa
ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
- Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%.
- Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termaksuk di dalamnya kolam
renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi
putar, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan incidental ditetapkan sebesar
15%.
- Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya,menggunakan
tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak
menentukan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%.
c) Perhitungan Pajak Hiburan

Besar pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak
hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Contoh Perhitungan :
Sebuah objek wisata konservasi alam selama 1 bulan mendapat pemasukan dari
pengunjung sebesar Rp. 1.500.000.000. Berapa pajak yang harus di bayar oleh

objek wisata termasuk?
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Jawab :

Pajak = Tarif Pajak x Omzet

Tarif pajak untuk jenis hiburan objek wisata dan konservasi alam =10%

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah = 10% x Rp.
1.500.000.000

= Rp. 150.000.000.

g. Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau
wajib retribusi serta pengawasan penyetoran”. Untuk itu wajib pajak terlebih
dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pendapatan daerah dengan
mekanisme sebagai berikut :
1). Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak hiburan, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas
Pendapatan Kota Medan dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga
puluh hari setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan
pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten /
kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan.
Tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas
atau fiskus Dinas Pendapatan Daerah. Apabila penyelenggara hiburan tidak
mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas

Pendapatan Daerah, akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara hiburan
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tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan
untuk memberikan nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk
penetapan besarnya pajak terutang.

2). Pendaftaran Pendataan

Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran
dan diberikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mengisi formulir
pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta mengembalikannya ke Dinas
Pendapatan Daerah. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak
dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai
NPWPD.

3). Laporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam
praktek sehari-hari ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten
/kota, mengenai perhitungan dan pembayaran pajak hiburan yang terutang. Wajib
pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi
SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, benar dan ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya, SPTPD harus
disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhir masa pajak.
Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut kemudian
dihimpun dan dicatat dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan
hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan
pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau
dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota. Walikota atas permohonan

wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang
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jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu. SPTPD dianggap

tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan

pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak

melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah

ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan

ketentuan peraturan daerah dalam peraturan daerah kota Medan.

Pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

dapat dibagi dua kegiatan yang masing-masing memiliki sistem pemungutan yang

berbeda, yaitu:

a). Penyelenggaraan hiburan rutin.

Dalam penyelenggaraan hiburan rutin dapat dibagi atas dua, yaitu:

1)

2)

Penyelenggaraan atas hiburan rutin yang menggunakan tiket masuk.
Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan
menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, kolam renang umum,
penyelenggaraan tempat-tempat wisata rekreasi dan sejenisnya,
pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak ditetapkan dengan
sistem official assesment.

Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda
masuk.

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan tidak
menggunakan tiket tanda masuk seperti diskotik / karaoke, video game,
panti pijat dan kegiatan sejenisnya, pelaksanaan pemungutan dan
pembayaran wajib pajak hiburan ditetapkan dengan self assesment.

Dengan sistem ini wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran



17

setiap bulannya ke kantor kas Dinas Pendapatan Daerah dengan
menyampaikan SPTPD.
b). Penyelenggaraan hiburan insidentil
Terhadap kegiatan peyelenggaraan hiburan insidentil sistem pemungutannya
semi self assesment, dimana pada saat peyelenggaraan hiburan wajib pajak
diberi wewenang untuk melakukan penjualan tiket dan pada masa akhir
peyelenggaraan berakhir fiskus atau petugas pemungut pajak yang telah
ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah menentukan ketetapan pajak terutang atau
menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini
adalah penyelenggaraan hiburan. Biasanya wajib pajak menyampaikan tiket
untuk acara hiburan insidentil tersebut dalam waktu minimal tujuh hari
sebelum acara dilaksanakan, juga untuk mengajukan permononan legalisasi /
porporasi tiket dengan memberikan jumlah tiket.
4). Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assestment system
Official Assestment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
b. Self Assestment System
Self Assestment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang. Ciri-cirinya adalah :
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3)
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Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
sendiri

Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak)

yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

5). Tata Cara Pemungutan Pajak

a.

Tata Cara Pemungutan Pajak, yaitu :

Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Permohonan Perforasi Karcis
kepada Kadispenda Kota Medan

Subdis Datap (Sie Tapda) mempersiapkan Surat Permohonan Perforasi,
ditujukan kepada Bendaharawan Khusus Benda Berharga Dispenda Kota
Medan. Subdis Datap (Sie Tapda) memverifikasi hasil penjualan karcis sesuai
dengan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian
Karcis untuk dituangkan ke Kartu Data selanjutnya menerbitkan
SKPD/SKPDKB.

Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan mempersiapkan Bukti Tanda
Terima Uang Jaminan untuk selanjutnya menyetorkan jaminan dari

penyelenggara ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan.
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Bendaharawan Penerimaan mempersiapkan SSPD (Surat Setoran Pajak
Daerah) sesuai dengan SKPD/SKPDKB.

. Petugas Lapangan mengawasi penyelenggaraan acara dilapangan, antara lain
seperti peredaran karcis/tanda masuk.

Petugas lapangan mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil
Penjualan dan Pemakaian Karcis atas penyelenggaraan acara di lapangan.
Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Laporan hasil Penjualan Tiket
kepada Kadispenda Kota Medan sekaligus menyerahkan sisa karcis ke
Bendaharawan Benda Berharga.

Menyetor Pajak Hiburan ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan

dengan menyertakan SSPD dan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan.

. Penetapan Pajak Hiburan

. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) yang dipersamakan dengan itu;

. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan SKPD;

. Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggu